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PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR: 49 TAHUN 2002
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahwa untuk terselenggaranya pelayanan perhubungan
secara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan
dalam mewujudkan pertumbunan ekonomi mempunyai
peranan penting aan sirategis untuk memantapkan
pertumbuhan pembangunan di segala sektor;

. bahwa berdasarkan pertimbaigan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, Penyelenggaraan Perhubungan perlu
diatur dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Banten.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos

(Lembaran Negara Tahun 1384 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3276);

Undang-undang nomor 13 Tahun 1992 tentang

~Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992

Ncmor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480);

Undang-Undang Ncmor 15 Tahun 1992 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481 );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3493);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881):

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985

tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang
Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang
Angkutan Udara sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3610),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lemtaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun

1993 Nomor 63, Tembahan lembaran Negara Nomor
3259);

Peraturan Pemerintan Nomor 69 Tahun 1998 tentang
Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara

Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3795);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3907);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (_embaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara R

Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
spektrum frekwensi radio orbit satelit (Lembaran Negara RI

Tahun 2000 Nomor 108, Tarnpahan Lembaran Negara

‘Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 40G1)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun

2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
40995);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4106),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana

Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi
Banten Tahun 2002 Nomor 22, Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Daerah
Tahun 2002 Nomor 37).



Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAR |
KETENTUAN UMUM
Paszl 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Propinsi Banten;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;

Gubernur adalah Gubernur Banten;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

DPRD Propinsi Banten;
Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Banten;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun

meliputi segala bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknis yang berada pada kendaraan itu;,

. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan

orang dengan mobil bis, yang mempunryai asal dan tujuan perjalanan tetap,

lintasan tetap dan jacwal tetap maupun tidak terjadwal yang melayani
lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi;

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu

kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang yang melayani lintas
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi;

Jaringan Lintas adalah kumpulan lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan
jaringan pelayanan angkutan barang;

Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat
(MST) dan karakteristik lalu lintas;

Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri
maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun
sedang bergerak di jalan rel;

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat
kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat
barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan



kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan
antar moda transportasi;

15.Pelabuhan umum adalah pelabuhan vyang diselenggarakan untuk

kepentingan pelayanan masyarakat umum:;

Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan
sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;

Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan yang menyangkut angkutan di perairar dan kepelabuhanan:

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan laut adaiah wilayah perairan dan

daratan pada pelabuhan umum yang dipergunkan secara langsung untuk
kegiatan kepelabuhanan;

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut adalah wilayah perairan

di sekeliling daerah lingkungan kerja di perairan peiabuhan umum yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;

20.Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri adalah dermaga dan fasilitas
pendukungnya yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan atau
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun,

dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang
kegiatan tertentu;
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21.Kapal adalah kendaraan air dencan bentuk dan jenis apapun yang
digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta
alat apung dan bangunan terapurg yang berpindah-pindabh;

22.Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumgang / hewan diantara
dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan
menggunakan kapal-kapal sebagai alat angkut;

23.Bandar Udara adalah lapangan terbang vyang dipergunakan untuk
mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan
atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda
transportasi;

24.Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan
jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh
badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro;

25.Pengusaha jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat

pos jenis tertentu, paket dan uang dari mengirim kepada penerima dengan
memungut baiaya;

26.Penyelenggara adalah badan hukum yang dibertuk berdasarkan hukum
Indonesia dalam hal ini Perseroan terbatas atau Koperasi yang telah
memiliki surat izin pengusaha jasa titipan

27.Kantor Pusat adalah kantor yang didirikan pada suatu wilayah yang
merupakan pusat kegiatan penyelenggaraan Perusahaan Jasa Titipan

yang membawahi beberapa kantor cabang/agen yang tersebar dibeberapa
wilayah nusantara;



